
BUPATI SAIIIBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENAGIHAN

PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dihapuskannya kelembagaan
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan pada

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, guna tetap
mengefektifkan penagihan pajak daerah dipandang perlu
membentuk koordinator wilayah kecamatan di bidang
Penagihan Pajak daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Koordinator Wilayah bidang Penagihan Pajak
Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahrtrl 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 72 Tahura 1959, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9a);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol+ tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2At6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Al7 Nomor a51);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun

2Ot6 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sambas Nomor 28);
peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2A16 tentalg
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

IVIEMUTUSKAN :

MenetAPKAN : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENAGIHAN

PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN SAMBAS-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut otonomi
d.an tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun
t945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah pemerintahan daerah'

4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Penagihan Pajak Daerah yang
selanjutnya disebut Koordianator Wilayah adalah Unit Kerja Non Struktural
pada Badan yang bertugas melakukan penagihan pajak daerah di wilayah
ke{a kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

5.

6.

7.

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan ini dibentuk Koordinataor

penagihan pajak daerah.
(2) Koordinator Wilayah sebagaimana pada ayat (1)

a, Koordinator Wilayah I dengan wilayah ke{a
dan Kecamatan Selakau Timur.

Wilayah Kecamatan bidang

terdiri atas :

meliputi Kecamatan Selakau



b. Koordinator Wilayah II dengan wilayah keq'a meliputi Kecamatan
Pemangkat dan Kecamatan Salatiga.

c. Koordinator Wilayah III dengan wilayah keq'a meliputi Kecamatan
Semparuk.

d. Koordinator Wilayah IV dengan wilayah keq'a meliputi Kecamatan Tebas

dan Kecamatan Sebawi.
e. Koordinator Wilayah V dengan wilayah keq'a meliputi Kecamatan Sambas,

Kecamatan Subah, Kecamatan Sajad dan Kecamatan Sejangkung.
f. Koordinator Wilayah VI dengan wilayah kerl'a meliputi Kecamatan Jawai.
g. Koordinator Wilayah VII dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Jawai

Selatan dan Kecamatan Tekarang.
h. Koordinator Wilayah MII dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Teluk

Keramat.
i. Koordinator Wilayah IX dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan

Kecamatan Tangaran dan Kecamatan Paloh.
j. Koordinator Wilayah X dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Galing

dan Kecamatan Sajingan Besar"

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3
Koordinator Wilayah berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan
penagihan pajak daerah, dipimpin oleh seorang Koordinator yang
berkedudukan di barvah dan bertanggung jawab kepada Kepa1a Badan, melalui
Sekretaris Badan.

Pasal 4

Koordinator Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah
di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis dari Badan.

Pasa-l 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Wilayah dapat dibantu oleh
seorang pelaksana urusan tata usaha dan satu atau beberapa orang petugas
penagih pajak.

Pasal 6
Uraian tugas koordinator wilayah, pelaksana urusan tata usaha dan petugas
penagih pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Untuk pertama kalinya, penunjukan Koordinator Wilayah dan Pelaksana
Urusan Tata Usaha Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
berdasarkan usulan dari Kepala Badan berasal dari Pejabat Fungsional atau
pegawai ASN lainnya yang memenuhi kriteria sesuai kebutuhan badan.



Pasal 8
Penunjukkan Pejabat Fungsional atau pegau,'ai ASN lainnya sebagai Koordinator
Wilayah dan Pelaksana Urusan Tata Usaha Koordinator Wila1'ah selanjutnl,a
ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasa-l 9

Koordinator, pelaksana urusan tata usaha dan/atau petugas penagih pajak
dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Koordinator Wilayah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas
serta sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2Ol8

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 15

Sesuai
KEPALA BA

MARJU
Pembina

Aslinya
HUKUM,

H

NrP. 19684612 199310 1 001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINATOR

PAJAK DAERAH
SAMBAS

WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENAGIHAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH

PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Pembina Tingkat I
NrP. 196806L2 199310 1 001

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

KOORDINATOR WILAYAH

Petugas Penagih Pajak URUSAN TATA USAHA

Salinan dengan Aslinya
IAN HUKUM,


